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ABSTRAK 

Sasaran akhir konsep restoratif justice mengharapkan berkurangnya jumlah 

tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan 

pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari 

kesalahannya. Pengaturan proses penyidikan berdasarkan restorative justice  

dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

yang digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses 

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian 

hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan 

penhentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan 

restoratif.. Perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif pada 

tahun 2020-2021 belum ada sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 4 perkara dari 

233 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif. Kemudian pada tahun 

2023 sampai bulan Juli sebanyak 12 perkara dari  96 perkara. Kesimpulan nya 

adalah hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan 

restorative justice pada tahapan penyidikan adalah kesulitan mempertemukan 

keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan 

Negara 

 

Kata Kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Narkotika. 

 

 

ABSTRACT 

 

The final target of the restorative justice concept hopes to reduce the number of 

prisoners in prison; eliminate stigma or labels and return criminals to normal 

human beings; criminals can realize their mistakes. Regulation of the 

investigation process based on restorative justice in criminal acts of narcotics 

abuse is regulated in the Chief of Police Regulation No. 8 of 2021 concerning 

Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice which is used as a basic 

reference for resolving cases in the process of investigating and investigating 

criminal acts in order to provide legal certainty, as regulated regarding the 

termination of investigations (SPP-Lidik) and termination of investigations (SP3) 

for legal reasons. based on restorative justice.. There have been no narcotics 

cases resolved through restorative justice in 2020-2021, whereas in 2022 there 

will be 4 cases out of 233 cases resolved through restorative justice. Then in 2023 

until July there will be 12 cases out of 96 cases.The conclusion of this is that the 

obstacle to resolving narcotics crime cases using a restorative justice approach at 
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the investigation stage is the difficulty of balancing the interests of various parties 

(perpetrator, victim, community and state). 

 

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Crime. 

 

 

A. Latar Belakang 

Keadilan Restoratif merupakan suatu wujud keadilan yang berfokus 

terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. 

Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang 

diberikan bagi pelaku kejahatan saja. Restorative Justice memperjuangkan dan 

mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban 

penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah Sense of 

Control. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima 

kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 

2012 Tentang Penggunaan Restorative Justice, surat telegram bagi penyidik yang 

digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan 

Restorative Justice 

Sejalan dengan waktu dan zaman yang berkembangan yang kemudian 

munculnya SE KAPOLRI Nomor 08/VII/2018 pada hari Jumat, 27 Juli 2018 

Tentang Implementasi Restorative Justice dalam suatu Penyelesaian Tindak 

Pidana. ”Perkembangan berikutnya, Kapolri mengesahkan Perpol (Peraturan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia) Nomor 08 Tahun 2021 Tentang 

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercantum pada 

Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Keadilan Restoratif 

menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ialah penanganan 

delik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bahu-

membahu mencari penyelesaian yang bersifat adil serta lewat perdamaian dalam 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. 
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Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana, 

Berdasarkan Keadilan Restoratif ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa 

Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak 

pidana dengan mengedepankan keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan 

kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan 

korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan 

merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. 

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan internasional yang 

dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya tindak 

pidana ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kemajuan teknologi, globalisasi dan 

derasnya arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk 

memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi 

ekonomi yang sulit menjadi pemicu tindak pidana narkotika. Salah satu institusi 

penegak hukum yang memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana 

narkotika adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengingat peredaran 

gelap narkoba bersifat kompleks, maka diperlukan upaya pemberantasan secara 

komprehensif, berkesinambungan dan dilaksanakan secara konsisten. 

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian 

harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus 

berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan 

tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana 

yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan 

kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang 

ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak 

pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan 

Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik 

Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan 

keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula 

dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana 

yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum 

masyarakat.  
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Selain itu Polri menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat 

yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan 

Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum 

pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat 

sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan 

keadilan masyarakat. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Polri 

Nomor 8 Tahun 2021 adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku korban keluarga pelaku keluarga korban tokoh masyarakat tokoh agama 

tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian 

yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif 

disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 

Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum 

dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana 

berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse 

kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.  Persyaratan khusus berlaku 

untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan 

penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. 

Salah satu jenis tindak pidana yang penanganannya dapat dilakukan 

berdasarkan keadilan restorative adalah tindak pidana narkotika. Pasal 7 Peraturan 

Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan catatan tambahan untuk 

tindak pidana: Informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan  Lalu lintas.  

 

B. Metode Penelitian  

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif  dan 

didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian 

yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam 

peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-

undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang 
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menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai 

penelitian hukum yang bersifat kualitatif.  

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data 

yuridis empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan 

dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan 

hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan 

penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada 

teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restoratif justice terhadap 

penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.   

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif 

adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala 

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu 

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui 

makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-

undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik. 

 

C. Hasil dan Pembahasan  

Perkara narkotika merupakan perkara atas kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena 

narkotika dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Restorative 

Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih 

mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga 

dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan 

mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip 

antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok 

masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan 

pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan 
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langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua 

pihak (win-win solutions). 

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa Restorative Justice 

menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari 

pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat 

yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha 

musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat 

dihindari. Hal ini menunjukan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari 

pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik 

itu sendirilah yang menjadi objek utamanya. 

Pengaturan Restorative Justice selama ini telah diatur dalam berbagai 

peraturan antara lain :  

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018  

Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

dalam Penyelesaian Perkara Pidana; 

2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik 

Indonesiia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif; 

3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala 

Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, 

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, 

Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 

Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) 

di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020. 

5. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan 

Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.  
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6. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

7. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana 

Keadilan Restoratif. 

Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas segala-

galanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, 

dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya 

ketertiban dan ketenteraman. Pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparatur 

penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu 

aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa 

positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni:, hanya undang- undang 

yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum dan negara atau 

otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini 

adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah 

harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut. 

Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan 

dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Aparatur penegak 

hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang 

dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan 

dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana. 

Rasa keadilan masyarakat seringkali terusik karena cara penegakan hukum 

pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya 

menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, 

bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa 

aparatur penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan 

melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan 

perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan 

narkotika yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas. 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

mengamanatkan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus 
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perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat 

(2) dan Ayat (3). 

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam 

tindak pidana narkotika semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau 

perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam 

penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHAP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh 

mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. 

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana 

melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan 

fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara 

narkotika yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan 

secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, 

Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 

2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 

2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika 

dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan 

kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka 

menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 

melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan 

pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, 

terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran 

gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam 

penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai 

tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau 

rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, 

persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu. 



 

                Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023  

               Published : 30-11-2023, ISSN: 2985-3338, Page: 50-62 

 

 

Page | 58  

 

 

Peraturan bersama itu saja tidaklah cukup sehingga Mahkamah Agung 

memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara 

yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur 

Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan 

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 

Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah: 

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan 

pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab;  

2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan 

evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum 

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. 

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak 

pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain 

terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan 

pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). 

Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian 

perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan 

oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi 

selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal. 

Keputusan ini dimaksudkan untuk mendorong optimalisasi penerapan 

PERMA, SEMA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang 

pelaksanaan Restorative Justice di pengadilan, di samping itu penerapan 

Restorative Justice adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih 

mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi 

bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan 

pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan 

dikeluarkannya Keputusan ini adalah untuk memudahkan pengadilan-pengadilan 

di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan 

Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Restorative Justice, 
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mendorong meningkatnya penerapan keadilan Restorative Justice yang telah 

diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim, 

dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. 

Penerapan Restorative Justice wajib diberlakukan dan diterapkan oleh 

seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara 

dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan 

hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara narkotika, pendekatan 

Restorative Justice hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, 

ketergantungan narkotika, korban penyalahgunaan dan narkotika pemakaian satu 

hari. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 1 Peraturan Bersama 

Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN 

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 

ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 

Surat Keputusan ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses 

persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada 

lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib 

menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi 

dengan Badan Narkotika Nasional. Restorative Justice dalam perkara narkotika 

dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri 

dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa : 

1. Sabu Maksimal 1 Gram. 

2. Ekstasi Maksimal 8 Butir. 

3. Heroin maksimal 1,8 gram. 

4. Kokaina maksimal 1,8 gram. 

5. Ganja maksimal 5 gram. 

6. Daun Koka maksimal 5 gram. 

7. Meskalina maksimal 5 gram. 

8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram. 

9. Kelompok LSD maksimal 2 gram. 

10. Kelompok PCP maksimal 3 gram. 

11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram. 
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12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram. 

13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram. 

14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram. 

15. Kelompok kodein maksimal 72 gram. 

16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram. 

Panitera harus memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen 

dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa 

sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Jika berkas 

perkara yang dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesmen, hakim saat persidangan 

dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim 

Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta terdakwa untuk menghadirkan 

keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang 

meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice 

Mahrus Ali mengemukakan bahwa pengadilan masih dianggap sebagai 

bagian dari sistem hukum formal yang terlepas dari masyarakat. Sehingga dari 

pendapat ini seharusnya pengadilan merubah cara pandangnya. Sebagai suatu 

institusi yang ditunjuk negara bahkan bisa dibilang ditunjuk oleh Tuhan, 

pengadilan dapat melakukan apapun untuk dapat memutus dengan hati nurani 

yang dipercayakan oleh Tuhan dan negara sebagaimana yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya “Peradilan dilakukan 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari hal tersebut, maka 

hakim secara tidak langsung “bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam 

memutus suatu perkara, sehingga hukum yang dimintakan oleh masyarakat yang 

merupakan bagian utama dari negara dan sebagai sumber dari hukum tersebut 

dapat menjadi suatu bahan pertimbangan dalam hal memutus, bukankah suara 

rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi Vox Dei).”. Sehingga sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di 

masyarakat. 
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D. Kesimpulan 

Pengaturan proses penyidikan berdasarkan restorative justice  dalam 

tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Perkap Kapolri No. 8 Tahun 

2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang 

digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan 

dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, 

sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penhentian 

penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. 

Mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika 

dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan adalah pembuatan 

administrasi penyidikan (interogasi awal, celebrate alat komunikasi, gelar perkara, 

buat laporan polisi, surat perintah penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, uji 

urine), tersangka mengajukan surat permohonan ke Kapolda/Kapolres, penyidik 

membuat administrasi penyidikan (permintaan assessmen, penetapan status 

barang bukti, penetapan setuju sita, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka), 

pelaksanaan assessmen, koordinasi dengan Balai POM, hasil assessmen dan 

rekomendasi Kapolda/Kapolres, gelar perkara (Surat Perintah Penghentian 

Penyidikan).  

Hambatan penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan 

pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan adalah kesulitan 

mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, 

korban, masyarakat dan Negara), ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas 

dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip perasaan korban yang merasa 

mengalami karena merasa ditekan, percobaan dari sistem peradilan pidana formal 

untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai 

dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya. 
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